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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT

Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam

berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD

NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta

Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat

dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus

ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut

bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi

pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih.

KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif,

dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam

melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini

dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam

termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan

praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

......This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs

to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island

based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of

Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam

Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in

concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained

first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam

Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do

invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya

Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999.

This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that

will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law

Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish

them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water

management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number
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5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that

causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999.


